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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang sudah berjalan 

dengan baik yang ditunjukkan dengan (1) memiliki dasar hukum yang 

jelas dan petunjuk teknis, nilai zona menjadi kriteria pertama penerimaan 

siswa, (2) jumlah siswa yang diterima sesuai kuota, memenuhi target, dan 

peraturan yang berlaku. Siswa yang diterima 253 orang (98,83%) berasal 

dari dalam zona (Z1) dan 3 orang (1,17%) berasal dari jalur mutasi, (3) 

pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya (gratis). 

2. Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang belum 

melindungi hak-hak anak atas pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini 

memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di sekitar 

lingkungan sekolah, serta memberi keuntungan terkait penghematan waktu 

perjalanan ke sekolah, biaya transportasi dan uang saku sekolah; namun 

juga tidak sesuai dengan prinsip non diskriminatif dan berkeadilan karena 

masyarakat dibatasi dalam memilih sekolah dan menghambat anak 

memperoleh pendidikan bermutu.  

3. Faktor pendukung mencakup: (1) Regulasi. Terdapat dasar hukum yang 

jelas dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan sistem zonasi; (2) SDM. 

Terdapat panitia PPDB yang telah mendapatkan arahan dan pelatihan; dan 

(3) Sarana dan Prasarana. Tersedianya loket pendaftaran dalam jumlah 
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yang memadaui dan didukung perangkat pendaftaran lainnya (komputer). 

Faktor penghambat mencakup: (1) Regulasi. Minimnya kuota jalur 

prestasi; (2) Masih kuatnya persepsi mengenai sekolah favorit di 

masyarakat; (3) Masih adanya masyarakat yang belum paham dengan 

sistem pendaftaran online; (4) Gangguan sistem teknologi informasi 

(server tidak bisa diakses) dan jaringan internet tidak stabil; (5) Masih 

adanya masyarakat yang belum memahami sistem zonasi sekolah; (6) 

Turunnya motivasi belajar siswa. 

B. Saran 

1. Pemerintah daerah sebelum menetapkan zona harus mencermati lebih 

dalam beberapa faktor, seperti pendataan jumlah penduduk, jarak sekolah 

dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Jumlah calon peserta didik perlu 

didata dan diselaraskan dengan daya tampung sekolah negeri di masing-

masing zona. Pembagian zonasi juga perlu memperhatikan calon peserta 

didik yang berlokasi di perbatasan zonasi agar bisa terakomodasi di 

sekolah negeri. 

2. Pemerintah mendorong peningkatkan kualitas pendidikan di masing-

masing sekolah sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan, seperti 

fasilitas sekolah dan mutu tenaga pendidikan harus berkualitas sehingga di 

tiap tiap sekolah memiliki mutu pendidikan yang setara. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tujuan jangka panjang sistem 

zonasi sekolah, yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Hal tersebut 
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diharapkan mampu mengubah persepsi orangtua mengenai sekolah favorit 

dan muncul pola pikir bahwa sekolah hanya memfasilitasi peserta didik. 
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